
 
 
 
 

MK Kembali Dengarkan Keterangan Ahli dalam Uji UU KPK 

Jakarta, 24 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), Rabu (24/7), pukul 11.00 

WIB. Sidang terhadap tujuh permohonan ini, digelar dengan agenda Mendengarkan 

Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Permohonan diajukan oleh 14 

perorangan yang datang dari berbagai latar belakang profesi, dengan lima di antaranya 

merupakan eks pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut 

Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch. Jasin. Sementara itu, enam permohonan 

lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-

XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019. 

Memasuki agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Rabu (12/2) lalu, hadir pakar 

hukum tata negara Denny Indrayana, pakar hukum administrasi Ridwan, dan mantan Ketua 

KPK M. Busyro Muqoddas sebagai ahli. Dari kacamata hukum tata negara, Denny 

memandang bahwa didefinisikannya KPK sebagai lembaga eksekutif telah mencederai 

independensi lembaga tersebut. Senada dengan Denny, Busyro menegaskan bahwa hadirnya 

KPK sebagai lembaga independen merupakan respons atas kebutuhan percepatan 

demokrasi. Di sisi lain, Ridwan dengan menggunakan perspektif hukum administrasi 

berpandangan bahwa KPK sebagai lembaga yang dibentuk melalui undang-undang 

memerlukan fungsionaris, di antaranya Dewan Pengawas KPK. 

Pada Rabu (19/2) dalam sidang yang digelar Mahkamah dengan agenda Mendengarkan 

Keterangan Ahli Pemohon, khususnya Perkara 77 dan 79, Kuasa Pemohon Perkara 77 

menyampaikan pihaknya memutuskan untuk tidak menghadirkan ahli. Sementara itu, 

Pemohon Perkara 79 menghadirkan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 

(PSHK) Bivitri Susanti sebagai ahli. Bivitri menerangkan bahwa masuknya perkara-perkara 

pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang ke MK telah mencerminkan 

proses legislasi yang dijalankan tidak sebagaimanamestinya. Bivitri berpandangan bahwa ada 

persoalan kepentingan yang mendorong pembuat undang-undang mengesampingkan proses 

legislasi UU KPK. Pada kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Universitas Gadjah 

Mada Zainal Arifin Mochtar, dalam kapasitasnya sebagai ahli Pemohon perkara nomor 79, 

menekankan pentingnya membuat turunan konsep kedaulatan rakyat kepada konsep 

kekuasaan dan kewenangan membentuk undang-undang. Zainal mengkhawatirkan 



pembentuk undang-undang hanya memperhatikan kewenangan legislasinya tanpa 

mempertimbangkan keinginan rakyat. 

Pada Rabu (4/3) lalu, MK menggelar sidang dengan agenda serupa. Dalam kesempatan 

tersebut, Pemohon Perkara 79 kembali menghadirkan sejumlah ahli, salah satunya 

Bernardinus Herry Priyono, pakar filsafat politik. Dalam kesempatan Mahkamah mendalami 

keterangan para Ahli, Bernardinus mempertanyakan apakah ciri non partisan antiorupsi dalam 

KPK dilemahkan oleh ciri partisan politik, yaitu proses pembentukan undang-undang. 

Selanjutnya, pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti selaku ahli yang juga dihadirkan 

Pemohon Perkara 79 berpendapat bahwa batu uji yang dapat digunakan dalam perkara 

semacam ini (dalam hal ini uji UU KPK) tidak dapat lagi sekadar bersandar pada norma 

peraturan perundang-undangan, melainkan juga asas-asas hukum umum, asas-asas hukum 

khusus, dan asas-asas hukum lain yang relevan dengan perkara tersebut. 

Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hari ini 

merupakan agenda sidang yang seharusnya digelar pada Senin (16/3) lalu. Namun, Ketua MK 

Anwar Usman menyampaikan bahwa sidang perkara a quo dan perkara lainnya ditunda 

sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan dunia. (RA/NTA) 
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